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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 46 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 
dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan 
dan pencapain Standar Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat 
di Kabu paten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Peru mahan Rakyat di Kabupaten 
Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Provinsi J awa 
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lemba ran Negara Republik 
ndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Pe 'at Pern r'n tah 1 omo 65 Tahun 20 5 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar P layanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 
Nomar 15 , Tambab"n Lembaran Negara Republik nd nesia 
Nomor 4585); 

6, Peraturan Pemerintah Republik donesia Nomo ' 79 Tahun 
2005 tentang Pembi aan dan Pengawasan Pen elenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4 -9 ); 

Peraturan Pemeri t r Nomor 38 Tahun 2 07 tentang 
b .... ian Urusan Pemerin han antara P .merintah, 

emeri ah Prov'n i, Pernerinta...~ Kabupaten / ota (Lembaran 
ik ndor sia Tahun 2007 ornor 82, Tambahan 

Pept blik Indonesia Nomor 4737); 

8 . Peratu ran Pemerint'" Nomor 41 Tah n 2007 ten tang 
Organi. a si Peran kat Daerah (Lembar Negara Republik 
lnd esia 'I ahun 2 ~ 7 N nor 89, T m bahan Lembaran 
r. e ara Re u Uk I ldo. esia Nornor 741 ); 

9 . P r turan Menteri Dalam egeri Nomor 6 abu n 2007 ten tang 
Pet nj k Teknis Penyusunan a n Penetapan Standar 
P ia" nan ~ 1ini a l; 

1 . P-ratl ran lAentcr ' Dal.m l Iege i Nomor 79 Tahun 2007 
e tang Pe oman Pel YUSt an enc a Pencapaian Standar 

PelaY lan Mi imal; 

11. Peraturan i'v teri egara Peru mahan Rakyat Nomor 
01jPERMENjMj2 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 
Nomor 02/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Peru mahan Rakyat Nomor 
01/PERMEN/M/2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Perumahan Rakyat; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14jPRTjMj2010 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umurn 
dan Penataan Ruang; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be rita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten 
'1 asikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana t lab diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan D erah Kabupaten 
Tasik l c1.ya 0 or 8 ahu n O 12 ten tang P ru ahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalay omor 15 
tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten T sikmalaya 
(Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2012 
Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten T sikmalaya Nomor 7 Tabun 
2010 tentang Rencan Pembangunan ,]angka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten To:: sikmalaya Tahun 2005 - 2025; 

17. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2011 tentana Rencana Pembangun Jangka Menengah 

aerah Kabupaten Tr SI malay ahun 20 11-20 15 (Lembaran 
Dae ah K bupa en Tasik ala a 1 n 20 1 Nomor 13 ); 

18 . ratu an Bupa i Tasi mal ya omor 3 1 ahun 20 8 tentang 
ian T g s Unit di Lin k ngan Dina s Tata Ruang dan 

Permukinlan Kabu, a ten Tasik 1 alaya. 

MEM TV KAN : 

PERAT RAN U AT[ TA IK ALAY TENTAN PENERAPAN 
D ' r PENCAPAIAN >->TA ~ AR PELA A N MINIMAL BIDANG 
P RU .LAHAN RAKYAT DI KABUPA' EN 'A IKMA AYA. 

BAB I 
K -1 ENTUAN Ulvl M 

asal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud d gan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 

4 . Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kabupaten Tasikmalaya; 

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur 
dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan 
masyarakat; 



.' , 

4 

6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat; 

7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerin tah dalam 
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan ten tang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak diperoleh 
setiap warga secara minimal; 

9 . Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Peru mahan Rakyat adalah tolak ukur 
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Bidang 
Peru mahan Rakya yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perumahan Rakyat; 

10.Indikator SPM adalah tolok ukur pre stasi kuantitatif da n kualitatif yang 
digunalcan untuk le ~ggambark 1 be " r 1 S ' ra n yang h ndnk dipenuhi 
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, h a sil an/atau 
manfaat pelayanan; 

11. Indikator Keberhas ' an Bidang Perumah an Rakyat adalah ukuran be sara n yang 
dinya ta kan 0 eh persentasi atau pe nyataan lainnya yang menyatakan 
penca p', ia keberhasilan. 

BAB II 
MAKSUD,TUJ A AN FUNGSI 

Pasal 2 

Maksud d itet pka nn_ " SPM idang eru m an R {yat adalah acuan Pemerintah 
Kabupaten Tasik _alaya dalam melaksan <an Urusan ajib Bidang Perumahan 
Rakyat. 

Tujuan dit ta ka.n ra SPM id ng 
( 1) pemeri tah ~ em berikan pe "" 

masyarakat marrlpu enghur i 

Pasa13 

ala 

lingkunga ya g at dan aTIlan y" g 
utilitas umu m PSU); 

R kya ' adala h : 
rakyat agar 

terjangkau dalam 
prr s ana, saran a dan 

(2) acuan bagi m rin ah .) crill Kabu at ~ Tas 'kmalay dalam perencanaan 
program pencap 'an SPH ; 

(3) meningkatkan pengawas terhada p ke ijaka yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat; 

(4) meningkatkan efisiensi dan efek iv 'tas pe r)yanan bidang peru mahan rakyat. 

Pasal4 

Fungsi SPM Bidang Peru mahan Rakyat adalah sebagai berikut : 
1. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Peru mahan 
Rakyat kepada masyarakat; 

2. pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan 
pelayanan Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat; 

3. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD; 
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4. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang 
Perumahan Rakyat; 

5. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelayanan kepada masyarakat; 

6. penyusunan program-program Bidang Perumahan Rakyat serta perumusan 
kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan 
lima tahunan; 

7. penentuan Standar Penilaian Bidang Peru mahan Rakyat; 

BIll 
TAN DAR PELA · Ai TA T lINI! 1 L 

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

,03.1 5 

(1) Pemerin ah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Pelay an Bidang 
P ru ahan Rakyat sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang t rdiri 
dari jen is pelayanan, indikator . erj' dan target. 

(2) Jenis Jelayanan dasar Bidang Perum n Rakyat yang dilaksanakan oleh 
Pemerin ta . Kabupaten Tasikmalaya, meliputi : 
a. Ruma h layak huni dan terjangkau: 

1) cakupan ketersediaan rumah layak huni; 
2) cakupan lay -nan ruma, layak h u n i yan g terjangkau. 

b. Lingku ngan yang sehat dan aman ya ng idukung dengan prasarana, sarana 
dan u tir tas un m (P ), yaitu caku an lingkungan ang s ha t dan aman 
yancr id .{un den gan P 

(3) Penjabaran klasi kasi kom ponel j .nis pe ayanan dasar bidang perumahan 
rakyat sebacrai a terca ntum dal'-- . la mpiran peraturan in i. 

B B lV 
P IGOR JA !IS ..... IA 

P sa16 

(1) Bupati ber tano- ung-jawab dalam e lye! nggaraan pelayanan per mahan rakyat 
sesuai SPM Bi a cr Peru ahan Rakyat Kabupaten a sikm alaya. 

(2) Penyelenggraan Pel ya . 1 Bi g Pc' . an · akya t esu ai dengan SPM 
Perumahan Rak yat se bagai ana ayat (1 pera sio al dikoordinasikan 
oleh Dinas Tata Ru ng dan rmuki lan, Kab pate Ta ikmalaya. 

(3) Penyelenggaraan pelaya.Tl n Per' mahan R 1 at se ai dengan SPM Perumahan 
Rakyat dilakukan oleh tenaga y g 3csu a i dengan kualifikasi dan kompetensi 
yang dibutuhkan. 

(4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman dan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah. 
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(1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam 
perencanaan dan pengangggaran pencapaian target minimal Dinas Tata Ruang 
dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. 

BABVI 
PELAPORAN 

Pa sa18 

(1) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyampaikan laporan pe capaian 
da n penerapan SPM tahunan kepada Bpati. 

(2) Bupa ti Tasikmala' a menyampai an lap ran teknis tahunan kinerja pen rapan 
dan pe capaian SPM Bidang PerumRhan kyat kepada Menteri Per mahan 
Raky' t 1 elalui Gubernur Jawa BaraL 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

asa1 9 

( 1) Bu pati n elak saL ak en - a at d n en ian at pen r a pan dan 
pencapaian PlVl ' idang Per 1 ~ lah n akya di <:: bupaten Ta sikmal ya . 

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaks dala m ayat (1 ), Bupati 
dapat em en t k im Monitoring r val a si. 

(3) Monitorin g atas pen era an dan pe capaian SP Bidang P rumahan Rakyat 
Kabupa ten dilakukan 01 ~ G, b rn r Jawa Barat. 

AB VIIT 

PEl lA 

a al . 

Pendanaan yang be rkaitan dengan rencana pe c ·an dan penerapan SPM Bidang 
sosial dibebankan pad AP D a.n sum " - ' lain yang tid ak mengikat. 

BAB IX 
KETENT AN PENUTU P 

Pasal 11 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 
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Pasal12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

iu n angkan di Singaparna 
pa a tanggal 31 D esem eJ 201 3 

SEKRETARIS DAERAH 
UPATEN TASIKMALAYA, 

U1KODIR 
NIP. 196 1217 198305 00 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal, 30 DesembeJ 2013. 

! BUPATI TASIKMAI.A1 ' 

BE RITA DAERAH KABU TEN TASIKMALAYA TAHUN 3 OM OR 
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LAMPI RAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAY 
NOMOR 
TANGGAL 

46 'rahUn 2013 
31 Desember 201 

PENERAPAI( DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

No JeDis Pelayanan Dasar & StaDciar Pelayanan Minim a l 'NaJrtu PencapaiaD 
Sub Kegiatan 

Indikator Nilai Tahun 
0 .-4 ('It ('I) ~ 10 \0 t- ao 0\ 0 .... (It ('I) 

Pencapai .... .-4 .... 1""1 .-4 .... .-4 .... .-4 .... (It (It (It (It 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

an (It ('11 (II (It (It (It (It (II (It (II (It (It (It (II 

1 Rumah Layak Huni dan 1. Cakupan ketersediaan rumah 100 2025 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 
terjangaku layak hu ni % 

2. Cakupan layanan mmah layak 170% I 2025 - - 30 33 ,37 40 42 45 47 49 53 55 57 59 
huni yan g terjangkau I I 

2 Lingkungan yang sehat Cakupan lingkun gan yang seh at dfuJ. 100 2025 - - 35 137 140 45 48 51 55 58 61 64 67 69 
dan aman yang didukung aman yan g didukun g dengan PSU % I 
dengan prasarana, sarana 

I 11 dan prasarana umum 

! BUPATI TASIKMAI4Y/' 

\ --
r UU RUZHANUL ULUM ~ 

t 

~ It) 
(It N 
0 0 
(It (It 

88 90 

61 63 

72 75 

I 


